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BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATT MALUKI} TENGAH

NOMOR P3- TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPL), RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RP.JMD)
DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa dalern upsya mencapal hesi pembangunan
daerah yang optimal dan untuk menjaga konsistensi dan
kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan
adanya pedoman pelaksansan Musyawsarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana
Pembangunan. Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah [RPJMD), dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah [RKPD)

hahwa berdasarkan - perumbangan sChegRimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang pedoman  pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Musrenbang
Rencana Pemmbangunan Jangke Panjang Daerah (RDJPDJ,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah {RPJMD), dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerabh [RKPD) Kabupaten
Maluku Tengah. '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 téntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Naswnal (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam hahgn
Lem baran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
iLembaran MNegara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);



3Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

(n

10.

11.

13.

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang  Nomor 9  Tahun2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 20153 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679); '

Undang-Undang Noemor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa
(Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabu patenMaluku tengah {Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusyngn, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksapaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri -Nomor 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuvangan  Dagrah
ac bageiinana telah diubal beberapa kali terakhir dengan
Peraturén Menteri Dalamn Negeri Nomor 21 Tahun 2‘%611
rentang Perubshean Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Xeuangan Daerah [Berita Negara Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Mernteri Dalam Negeri 'Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah'- Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusupan,
Pengendalian, dan Evaluasi  Pelaksarnaan  Rencéna
Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor
517):

Peraturan Daerah Provinsi Malulu Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku
{Lembaran Daerah Provinsi Maluke Tahun 16 Nomeor
2013}

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Eencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah
{Lemharan Daerah Tahun 2013 Nemor 107},

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Maluku Tengah Tahun 2013-2017 ([Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 159);

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Maluku Tengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nemor 183);

Peraturan Bupati Maluku Tengah MNomer 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja
Badan Daerah (Bertta Daerah Tahun 2016 Nomor 249);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN MUSY AWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA PEMBANCUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD), RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), DAN
RENCANA  KERJA PEMBANGUNAN  DAERAH  (RKPD)
KABUPATENMALUKU TENGAH

BAB [
PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Keteptuan Umum

" Pasal 1

Dalam Peraturan Bupafi ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adaleh Kabupaten Maluku Tenggh.

2. Pemerintahan Dasrah adalah lembaga eksekutil dan legslatif sebagal unsur
penyelenggare pemerintahan daerah,

3. Bupati adalah Bupati Maluku tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Deerah, selanjutnya dlsebut DPRD eatau dengan
sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyst dasrah sebagai unsur
penyclenggara pemerintahan deerah.

8 Setuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diaingkar SKPD adalzh
perangkat deerah pade pemerintah dasrah KabupatenMaluku tengah,

6. Negeri atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakar
hukum yang memilki batas-baras wilayeh yang berwenang untuk mengatur
dan mergurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat igtiatst setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeriniphan
Negara Kesatuan Republikindonesia.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan Pengembangan Daerah
yang selanjutnya disingkat dengan Bapplitbangda atau sebutan lain adalah
unsur perencana penyelenggaraan pemerintaban yang melaksanakan tugas
dan mengkoordinasikan  penyusunan, pengendalian, dan  evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

8 Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak yang langsung atau
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah antara kin unsur DPRDE, unsur THNI,
vnsur POLRl, Lkejaksaan, akadermsi, L3M/ormas, tokoh masyarakat,
pengusaha finvestor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat
yang rertan termarinalkan,

9Pembangunan daerah adalah pemanfiatan sum ber daya vang dimiliki untuk
peningkalan kesejahteraan masyarakat yang nyata, bak dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pen bangunan manusia,

10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu  proses penyysunan
tahapan-tahanan kegiatan wang melibatkan berbagai unsur pemangku



11,

12.

13

14,

15.

16.

17.

18.

19,

21.

2.

23.

kepentingan d dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasiat sumber daya
vang arda, dalam rangka meéeningkatkan kesejahteraan sgesial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panpang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dekumen perencanaan daerah untuk periode 20 .idua puluh]
tahurn. b

Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
KPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dekumen percncanaan daerah untuk penode 1 (satu) tahun atay
disebnit dengan rencane pembangunan tahuinan daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri yang selanjutnya disingkat
[RPJM-Negeri) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
yang memuat amh kebijakan pembangunan Negen, arah kebijakan keuvangan
Negen, kebijakan umum, dan program, dan program 3atuan Kerja Perangkat
Daerah {SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilay/ahan, disertai
dengan rencana kerja,

Rencana Kena Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat (RKP-Negeri)
adalah dokumen perencanaan untuk perigde 1 (satu} tahun yang ditetapkan
oleh keputusan kepala pemerintah negeri/raja, yang merupakan penjsbaran
dari RPJM-Negeri yang memuat rancangan kerangka ekonomi negeri, dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program
prioritas pernbangunan negeri reéncana kerja dan pendanaan serta prakiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung olch pemcerintah desa maupun yang
ditern puh dengan mendorgng partisipasi masysrekat dengan mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah Dacrsh dan RPJM -Negeri.

Daftar Usulan Rencana Kegiaten Pembangunan Negeri yang selanjuinya
disingkat (DURKP-negeri) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan
pembangurnan negeri yang menggunakan dana yeng sudah jelas sumbernya
baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APBNegeri, Swadaya Masyarakat
dann Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Rencana Strategis S8KPD selanjutnva disingkat dengan Renstra SKPD adalah
dekumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja- 3KPD, yang selanpuitnya disingkat Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya  disingkat
musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalaun rangka
MENYUSLN rencana pembanpgunan daerah.

. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perh: diketahui peserta

Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.

Pelegasi adalah perwakilan yang disepakah peserta Musrenbang untuk
menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tingen.

Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan
persiapan, memfasihtasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang.

Peserta adalah pihak yang memilild bak pengambilan keputusan dalam
Musrenbang melalui pembahasgan yang disepakati bersama.

24Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfagilitasi

dan memandu diskusi kelompok awupun konsultasi publik. Seorang
fasilitatcr harus memenuhi kualifikasi kompetens: tekmsfsubstansi dan
memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai - teknik dan  nstrumen
untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan, .
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26.

27.

29,

30,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jungkg
Panjang Daerah, selanjutnya disingkat musrenbang RPJPD adalah faorom
musyawarah antar pemangku kepentingan untuk mendapacr masukan tentang
visi, mis1 pembangunan daerah dan sasaran pokok serta arah kebijakan
pembangunan uniuk menentukan tahapan dan prioriias pembangunan tima
tahunan selama 20 [dua puluh) tahun,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangks
Menengah Daerah, selanjutnya disingkat Musrenbang RPIMD adalah forum
musyawarah antar pemangku kepentingan untuk mendapat masukan tentang
sasaran permbangunarn, strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan
umum dan program pembangunan jangka menengah dengan pendekatan
bottorn up don bp down Sesual kewenangan penyelenggaraan pemerintah
daerah selama 5 {lima| tahun,

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder Xecamatan
untuk mendapatkan magukan prioritas kegiatan dari Negeri/ kelurahan serta
menyepakat kegiatan lintas negeri/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daciah Maluku
tenggh pada tahyn berikutnya.

Mugrenbang NegerifKelurahan adaiah  forum rmusyawarah tahynan
stakgholder negerif kelurahan (pibak yang berkepentingan untuk mengatasi
permaaatahan negeri/ kelurahannya dan pihek yang aken terkena dampak
hasil musyawarah] uniuk menyepakatl rencena kegiatan tghun anggaran
berikutnya.

Forum SKPD marupa.kan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak
langBUng mendapatkan menfaat atau dampak dari program den Kegietan
gesuai dengan tugas dan fungsi SKPD,

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkal dengan RKA
SKPD ndalah dokumen perencanaan den p#nganggaran yang herisi program
dan Kegiatan SKFD yeang merupakan penjebaran dari RKPD dun Renstra
SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggarall, eria ANggAran yang
diperlukan untuk melaksanu kannya,

31.Keuangan Neger adalah semus hak dan keawajiban dalam rangka

&ﬂ?ﬁ’?ﬁiﬁ

=

penyelenggaraan Pemerintahen Negeri yang depat dinilai dengan  uang
termasuk i dalamnya segala bentuk kfkayaan yang berhubungan dengan
hek dari kewajiban ncgen terscbut.

. Peraturan Neger] adalah peraturgn perundang-undadgan yang dibuat oleh

Radan Permusyawaratan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri/ Raja,

Visi adalah rumusan vumum mengenal keadaan yang diinginkan pada,_ akhu‘
pericde perencanaan.

Misi adalah Rumusan umum mengenan upaya-upaya yang dkan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi,

. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dar setiap misi, yang dirumuskan

bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat
dicapal dalam periode yang direncanakan. :

. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewuwddkan vis: dan msi.

. Kebijakan adalah arah/ftindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk

mencapai tujuan.

. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang beérs satu atau

Ebh kegiatan yang diaksanakan oleh instanst pemerintah/ lembaga untuk
mencapal sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, -atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instan®i pemerntah.




39. Kegliatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih

(1)

(2)
(3)

(4)
(6)
(7}

(®

(9

unit kerja pada SKPD sebagai bagian dam pencapalan sasaran terukur pada
suatu pregram dan terdinn sekumpulan fndakan pengerchan sumber daya
baik vang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau Kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (inpuot) untuk menghasﬂl{an
keluaran [nutput] dalam bentuk barang/jasa.

. Rencana Tata Ruang Wilayah vang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil

perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategy dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulaufkepulauan ke
dalam struktur dan pola raang wilayah.

Bagian Kedusa
Malsud dan Tujuan

Pasal 2

Meningkatlkan kualitas dalam pelaksanaannya agar lebik terarah, tepat
sagaran, tepal wakty yang bersinergi baik antar sektor mau pun wilg-vah.
Sebegal pedoman teknis di dalam pelaksanaan musrenbang.

Terlgksananya preoses musrenbang dari semua tahapan dengan melibatkan
berbaga kelompok masyarakat. '

Membangun mekaniame Musrenbang yang lebih partisipatif.
Mengendepankan kaidah musyawarah untuk mufakart,

Mendorong pelaksanaan pembengunan yang lebih partisipatil dan
berkeadilan.

Mendorong pelibatany  para pemangku  Kepentingan dalam  proses
pengambilan keputusan perencenaan {RRJPFD, RPJMD, RKPD. Forum SKPD
Renstra, dan Forum SKPD Renjal

Mcng1dcnt.1f ikasi dan membehas isu-isu dan permaselahan pmbangunan
dan pencepaien kesepakatan prioritas pembengunan daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun rencana.

Optimalisasi pemanfaatan dana vang tersedia terhadap kebutuhan
pembangunan,

[10) Menfasilitasi pertukaran [sharing] informasi, pengembangan konsensus dan

kesepakatan &tas penatiganan masélah pembéngunan. daerah.

11} Menggalang dukungan dan komitmeén politik dan =zosial untuk penanganan

(1)

(2]
(3)

(4}

(3)
(6)

iBu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah,

Bagian Ketiga
Prinnip-Prinsip Penyelenggaranon Musrenbang

Paaal 3

Melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas proses pembangunan yang
sedang dan akan dilakukan cleh pemerintah.

Berdagarkan aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang.

Melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua
stakeholders dalam pencapaian hasil musrenbang.

Berdasarkan alur pemikiran strategis untuk mﬂnghasllkan keiuaran nyata,
menstmulasi diskusi yvang bebas dan fokus.

Keputusan berdasarkan kesepakatan kolektif peserta musren bang.
Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan
permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus,
Mendeorong pemahaman lebih: baik dan peserta tentang perspektil dan
tolerans] atas kepentingan yang berbeda.




8] Mengembangkan kemauan untuk menemukan sclusi permasalahan yang
menguntungkan sermua pihak. '

BAB I
RUARG LINGEUP PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu
Lingkup Pels ksanaan

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan musrenbang mencakup seluruh penyelenggaraan
musTenbang RPJPD; RPJMD, RKPD (Kabupaten, Kecamatan, Neperi, dan
Kelurahan), Forum SKPD Rencana Strategis (Renstra), dan Forum SKPD Rercana
Kerja {Renja) secara terpadu sesual dengan swmber daya dan norma-norma yvang
berlaku dalam satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(' Ruang lingkup pelaksanaan muerenbanp esbagaimana dimaksud Qalam
pAsald terdin aes:

Pelaksanaan Musren bang RPJPD;
Pelaksenaan Muaren bang RIXJMD;
Helaksanaan Muaren bang RKPD Kabu paten;
Pelaksanaen Musrenbang RKID Kecamatan,
Pelaksanean Muaren bang Nepgeri;
Pelaksanean Musrenbang Kelurahan;
Felaksanaan Forum SKPD Renstra;

. Pelaksanaen Forutn SKFD Rena.

Fm oL o

(2] DBeappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan SKPD dalam pelaksanaan
Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, kecuali peclaksanaar musrenbang
RKPD Kecamatan, yang ditaksanakan oleh Camat setelah berkoordinasi
dengar  Beppeda, Forum B8KPD Renstra dan Ferum SKPD  Renja
dilaksanakan oleh Kepala SKPD setelash berkoodinasi dengan Bappeda,
Pclaksanaan musrenbang Negen/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepah
Pemerintah Negeri/Raja/Lurah setelah berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Paszzal 6

(1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk pendjaman, penyelarasan,
klarifikasi, dan kesepaliatan terhadap rancangan awal RRJFD,

(2} Penajaman, penyelarasan, Kklarifikasi, dan kesepakatan sebagaimang

dimaksud pada ayat (), mencakup:

4 penajaman visi dan misi daerah;

b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka
panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerak;

¢. penajaman sasaran pokok peémbangunan jangka panjang daerah:

d. klariffikas dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka
daeraly; dan



{3

e. membangun komitmen bersame antara pemangku kepentingan untuk
mem pedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bapreda.

Pimpinan DPFRD atau anggota DPRD, pejabat dant kementeman/ lembaga

tingkkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi
narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 7

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang
menghadiri musrenbang.

{l]

2

[4)

Bagion Ketiga
Pela kmannan Musrenbang RPTM D

Paral B

Musrenbang RPJMD  dilaksanakan untuk penajaman penyelarasan,
klarifi kasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

Penajaman, penyelaragan, Kkarifikesi dan kesepakatan sebagaimana
dimeksud peda ayat {1), mencakup:

a sasaran pembangunan jangka menengah daeraly;

b strategi dan sinkronisesi  arah kebijakan pembangunan jangka
menengah dacrah dengan wendekatan atas - bawah dan bawsh - atas,
resuai dengan kewenangan pényetlenggaraan pemerintah daerah;

¢ kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah
dengan visi, migi den program kepala daerah dan wakil kepala daerah:

d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka mengengeh
daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;

e, capalan indikator kinerja dueruh pAda kondisi saat im dan pada akhir
pericde RPJMD;

[ komitmen bersama aniara pemangku kepentingan uniuk mempedomani
FRPJMD dalam melgksanakan pembangunan daerah; dan

g sitergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.

Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementrian /lembaga

tingkat pusai atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi
narasumber dalam musrenbang RPJMD.

Pasal 9

Hasil musrenbang RPIMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang
menghadiri musren bang.



{1}

()

3]

(4)

(5]

(6]

(1]

(2

Bagiann Heem pat
Pelakmanan Musre nban g REKPD Kabu paten

Pasal 10

Musrenbang FKPD dilaksanakan untuk penajaman, penvelarasan, klanfikasi
dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana

dimaksud pada avat (I), mencakup:

a prioritas dan sasaran pembangunan Kabupatendengan arah kebijakan,
priotitas dan sasaran pembangunan da¢rah provins: Maluku ;

b, wusulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada
pemerintah  KabupatenMaluku tengah pada Musrenbang REPD  di
kecamatan danfatau sebelum musrenbang RKPD dilaksanaksn;

e.  indikator kinerja prograim dan kegiatan priontas daerah Kabupélen;

d. prioritas pembangunan daerah serta program dan  kegiatan  priorias
daerzah;

e. ginergl dengan RKP dan RKPD Provinsi Malyku.

Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh
Bappeda,

Pimpinari atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat
pusat, pejabat S3KPD Provins: Maluku dan pejabat SKPD atau dari unsur lain
terkait, da pat diundang menjadi narasumber muerenbang RKFD Kabupaten.

Hasil musrenbang RKPD dirumuskan kedelam berita acara Ehsnpakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang
menghadic musrenbang.

Berita acara sebegaimune dimaksud dalam aj—‘a.t [5), dijadiken sebagai behan
penyusunan rencangan akhir RKPFD dan bahan mesukan untuk membahas
rancangan RKPD Provinsi Meluku dalam Musrenbang RKPD Provinsi Maluku.

Bagian Kelima
Pelalzanan Musrenbang REPD Kecamatan

Pasal 11

Musrenbang RKPD kecamét}in_ dilaksanakanr untuk penajaman,
penyelarasan, Kklarifikasi dan kesepakatan usulan rencama kepgiatan
pembangunan negerifkelurahan, yang diintegrasikan dengan  prioritas
pembangunan daerah df wilayah kecamatan. :

Pcnajaman, penyelarasan, klarfikasi dan  kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada’ ayat (1), mencakup:

a. usulan rencana kegiatan pembangunan negeri/kelurahan vang tertuang
dalam berita acara musrenbang negeri/kelurahan vang akan menjadi
kegiatan priotitas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutarn,

b. kegiatan prioritas pembangunan d  wilayabh Yecamatan yang belum
tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan negeri; dan

c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilassah kecamatan
berdasarkan tugas dan fungsi SKPD KabupatenMaluku Tengah.



(3}

Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada
program dalam rancangan awal RKFD.

Pasal 12

Penyelenggaraan musrenbang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan oleh
Camat, setelah berkoordinasi dengan Bappeda.

(2

(1]

3)

Panal 13

Hasil musrenbang RKFD tingkat kecamatan, dituangkan dalam benta acara
kesepakatan hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan ditandatangam
oleh yang mewakill setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadin
musrenbang.

Berita acara Sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, dijadikan seocagai bahan
masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Bagian Kecnam
Peln ksanaan Musre nbang Negeri

Pl 14

Musrenbang Negeri, dilaksanakan untuk menyepakati Rencana Kerje
Pembangunan Negeri (RKP-Negeri) tahun angparan yang direncanekan
berdaserkan Dokumen Rencana Pembangunan Janhgka Menengah Negen
(RPJM-Negeri]. =

RKP-Negeri aebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat  kerangka
ckonomi neger, prioritas pembangunan negeri, rencana kerja dan
pendanaannya beik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Negeri
maupun ditempuh dengsn mendoreng partis ipasi masyarakat dengan
mengacy pada Rencang Kerja Pembangunan Daerah (RKFD).

Penyelenggaraan musrenhang Negeri dilaksanaken oleh Pemerintah
Negeri/Raja, setelah berkoordinasi dengan Camat,

Pasal 15

RKP-Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untul :

&

(4

menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Negem [DU-RKP-
Megeri] tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan
pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupat melalui Camat scbaga bahan
dasar RKPD Kabu patenMaluku tengal; '

Memiapkan DU.RKP-Negeri tahunan untuk dianggarkan dalam APBNeger.
APBD KabupatenMaiuku tengah, AFBD Provinsi Maluku, APEN, pitak ketiga
matpun swadaya masyarakat.

Pasal 16
Hasil musrenbang negeri dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil

Musrenbang negeri dan ditandatangani oleh yang mewakill setap unsur
pemangku Kepentingan vang menghadiri musrenbang. :
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Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat {1), d1jadﬂcan sebagar bahan
masukan dalam penetapan RKP-Neperi,

Baglan Ketujuh
Pclaksanaan Musrenbang Kelurahan

Pazal 17

Musrenbang kelurahan dilaksanakan untuk menyepakati Rencana  kerja
{Renjaj Kelurahan tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan Dokumen
Rencana 3trategis {Renstra) Kelurahan,

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan sebagaimana dimaksad pada avar (1)
memuat program dan kegiatan, lokasi kegatan, indikator kinerja, kelom pok,
sasaran, dan pagu indikatif dan prakiragan maju dengan mengacu pddd
Rencana Kerja Pembangunan Dgerah (RKPD) Kabupaten.

Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dilaksapakan oleh Lurah, setelgh
berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 18

Program dan kegiatan sebmgnimene dimaksud dalam Pesal 17 eyat (2
meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan aliernative
baru.

Lokasi kegimtan sebugeirnd ne dimeksud dalam Pasal 17 ayat (2), merupakan
lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan diiaksanakan seperti namea

desa/ kelurahan, kscamaten.

Indikator kirerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri dari:

a. indiketor kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai darf program; dan

b ndikator kinerja kegiatan yanp memuat ukuran gpesifik secara kuantiatif
dan/fatau kualitatif masukan, keluaran yang ekan dicapas dari kegiaian.

Pasal 19 .
Programm dan kegiatan yeng sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelun tahun yang
direncanakan yang tercantum dalam Rencana Strategis {Renstra) SKPD.

Program dan keglatan alternatif sebagaimans dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1), vaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang
berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas
pertimbangan mempunyal dampak mempercepat pencapaian sasaran
pembangunan daerah.

Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam DPasal 18 avyat (1),

yaitn program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan

kriteria sebagai berikut:

a, tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar
bag pemerintah maupun rnasyarakat;

b dalam rangka mempercepat tapaian target sasaran Renstra SKPD;
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c. adanya kebijakan pemcrintah yang menjadi prnoritas nasional yang
mendukung percepatan pembangunan deerah; dan/ atau

d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelummnya belum
memberikan keluaran dan hasil yang sesual dengan sasaran Renstra

SKFPD.,
Pusal 20

Hasil musrenbang kelurahan, ditvangkan dalam berita acara kesepakatan
hasil Musrenbang kelurahan dan ditandatangani cleh yang mewaldli setiap
ungur pemanpgky kepentingan yang menghadir] mu sren banyg.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan
masukan dalam penyvusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renjd)
Kelurahan

Bagian Kede lapan
Pelaksanaan Forum SKPD Repcana Strategis (Renstra)

Pasal 21

Ranpeangan Renstra SKPD Kabupatendibahas dalam forum SKPD Kabupaten.
Bappeds mengkoordinasikan pembahasan rancangan  Renmstra  SKPD
Kabupatensebagaimana dimaksud dalam ayat (i) dalam forum SKPD
Kabu palen.

Waktu pelaksanean mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah Perihal

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
SKPD melaksanakan forum SKPD untuk membahas Rencana Etrate;m

jRenstra) melalui koordinasi dengan Bappeda.,

Forum SKPD Rencana Strategis {Renstra) dibahas bersama dengan pemangku
kKepentingan sesuzi dengan kebutuhan berdasarkan Rancangan Renstra
SKPD yang telah disusun, dibahas dengan scluruh unit kerja dilingkungan
SKFD.

Permbahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada
ayet (4 bertwjuan untuk mempercleh masukan dalarn rangka pengjaman
pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayenan SKFD.

Pembahasan rancangan Renstra SKFD Kabupatensebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, mencalkup

a penvelarasan program dan keglatan sesual dengan tugas dan Tungsi SKPD
Kabupatenberdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten

L. pendjaman  indikator dan  targel kinerja program  dan kegiatan  sesual
dengan tugas dan fungsi SKPD kabupatan;

c. penvelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kabupatendalam rangka
sinergl pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten; dan

d. penvesuaian pendanasn program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagll
indikatif untuk masing-masing SKPD  kabupaten, sesual  dengan
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten.

Pasal 22 T

Peserta forum SKPD  Kabupatenantara lan  terdin dan wakil delegasi
kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak wvang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manlaat atau dampak dari program dan kegiatan
sesual dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.
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Pimpinan atau anggota komisi DPRD Kabupatenyang terkait dengan tugas
dan fungsi S8KPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan
forum SKPD.

Fprum SKPD Kabupaiendapat diaksanakan dengan menggabungkan
beberapa  SKPD  Kabupatensekaligus  dalam satu forum dengan
mern periiin bangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efzkuifitas penyelenggaraan.

Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita
acara kesepakatan hasll forum SKPD kabupaten, dan ditandatangan oleh
yang mewakili setiap unsur yang menghadirt forum SKPD kabu paten.

T

Pasal 23

Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD  Kabupatcnscbagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dijadikan bahan penyempurnaan
rancangan Renstr_a SKPD kabupaten.

Kepala SKPFD Kabupatenmenyampaikan rancangan  Renstra  SKPD
Kahupatensehagaimana djmaksud pada ayat (1), kepada kepale Bappeda
Kebupaigrnsebagai bahan penyempurnasan rancangan RAJMD  menjadi
rancangan akhir RPJMD, : '

Bagian HKesam bilan :
Polaksansan SKFD Rencana Kerja (Renja)

Pasal 349

Rancangan Renjs SKPD Kabupatendiba has dalam forurm 3KPD Kabupaten.
Penyslenggaraan forum BSKPD Renjs dilaksanakan paling lama minggu
terakhir bulen Februari

Dappeda  mengkoordinasikan  pembehasen rancangen Rermja SKPD

Kabupaten.sebagaimana dimaksud dalam ayar (1), dalam forum SKPD

Kabupatel. -

SKPD melaksanakan forum SKPD untuk membahas Rencana Kerja (Renja)

melalul keordinasi dengan Bappeda.

Forum SKPD Rencana Kerja (Renja) dibahas bersama dengan pemangku

kepentingan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Rancangan Renja SKPD

yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD.

FPembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (41 bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman

pencapaian sasaran program dan Kegiatan pelayvanan SKFPD.

Pembahasan rancangan Renp SKPD Kabupatensebagaimana dimaksud pada

ayat {4), mencalap .

a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
Kabupatenberdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang
kecamatan;

b. penajaman indikator dan target Kinerja program dan legiatan sesual
dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten,

¢. penyelarasan program dan kegiatan antar 3KPD Kabupatendalam rangka
sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapalan sasaran sesual dengan
tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten: dan

d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan priortas berdasarkan pagu
mdikatif untuk masing-masing SKPLD kabupaten.



(1)

]

{8

)

12)

(1}

Pasal 25

Peserta forum SKPD Kabupatenantara lain terdirl dari SKPD Kabupatendan

- pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau

dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKFD
Kabupaten. :

Pimpinan atau anggota komisi DPRD Kabupatenyang terkatt dengan tugas
dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan
forum SKPD.

Forum SKPD Kabupatendapat dilaksanakan dengan menggabungkan
beberapa  SKPD  Kabupatensekaligus dalam  satu  forum  dengan
mempertim bangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efzktifitas penyelenggaraan.
Penyelengparaan forum SKPD Kabupatendilaksanakan paling lama minggu
terakhir bulan Maret.

Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD Kabupatendirumuskan ke dalam
berita acara kesepakatan hasgl] forum SKPD kabupaten, dan ditandatangani
oleh yang mewakill setiap upsur yang menghadirl foam SKPD Kebu paten

Pasal 26

Rerita acara kesepakatan hasil forum SKPD Kabupatensebagaimana
dimaksud dalarmn Pasal 26 ayat (9), dijadiken bahan penyémpurnaan
rancangan Renja SKPD kabupaten.

Kepala SKPD  Kabupatenmenyampeikan rancangan Renja  SKFD
Kabupatense bagaimana dimakswud puds syal (1), kepada kepala Bappeda
Kabupsttnsebagai bahan penyempurnaan  rancangan  awal  RKPD
Kabupatenmenjadi rancangan RKPD kabupaten.

Penyam paian rancangan Renja SKPD Kabu patensebagaimeny dimaksud pada
avat (2), paling lam bat minggu pertama bulan Maret

BRAR III
TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

Baglan Resatu
Musrenbang RPJPD

Pasal 27

Mugrenbang RPJPD disusun dengan lahapan sebagai berikut:
a. persiapan musrenbang RPJPL; dan
b, penyelenggaraan musrenbang RPJPD.

Persiapan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan secars distematis dan admiristracif
yang diperlukan menjelang pelaksanaan musrenhang.

Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD sebagaimana diumaksud pada ayat (1)
huruf b merupskan rangkaisn acara untuk membahas dan menyvepakats
rancangan RPJPD dalam penajaman visi misi daerah, penyelarasan sasaran



pokok dan areh kebljjukan pembangunan jangka panjang daerah untuk
mencapal visi dan misi daerah, penajaman sasaran pokok pemn bangunan
jangka panjang daerah, khrfilasi dan penajaman tahapan dan pricritas
pembangunan janghka panjng daerah, dan membangun komitmen bersama
antara pemangku kepentingan untuk memedermnuni RPJPD dalam
melaksanakan pembangunan daerah.

Pasal 28

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dan kementerian flembaga tmghkat
pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam

musrenbang RPJPD Kabupaten.

()
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3)

Pasasl 29

Hagl] mustenhang ERJPD dirgmuskan dalam berita acara Kesepakatan dan
ditandamngani cleh vang mewakill setjap ynsur pemangku kepentingan vang
menghadiri musrenbang.

Haeil musrenbang RPJPD gebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi
bahan masukan untuk merumuskan rancangan aklir RRJPD.

Bagian Kedua
Musren bang RPJMD

Pasal 30

Musrenbang REJMD disusun dengan tahapan eebagai berikut:
8. persiapan musrenbeng RPJMD; dan
b. penyelenggatraan musrenbang RPJMD.

Persiapan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada eyal (1) huruf &
merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan sécara sistematis dan administratif
yang diperlukan menjelang pelaksanaan musrenbang.

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati
rancangan RPJMD daldm sasaran pembangunan jangka menengah daerah,
strategi dan sinkronisasi arah kebijpkan pembungunan jangka menengah
daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesual dengan
kewenangan penyelenggaraan pemerintihan daerah, Kebijakan umum dan
programm  pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan
program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Indikasi rencana program
prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuakan dengan
kemampuan pendanaan, capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat
it dan pada akhir periode RPJMD dan komitmen bersama antara pemangku
kepentingan  untuk  mempedomani RPJMD - dalam  melaksanakan
pernbangunan daerah, N



Poxal 31

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dan kementenan/lembaga tingkat
pusat atau dari unsur kin terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam
musren bang RPJMD Kabupaten.

Pasal 32

(1} Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku keépentingin yang
menghadinn musren bang.

(4} Hasil musrenbang RPIMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mergad
bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD.

Bagian Ketiga
Forum SKPD Renstra

Pazal 33

(1] Forum SKPD Renstra dilaksanakan bersama dengan para pelaku
pembangunan uUntuk membahas prioritas kegatin pembangunan 5 (lims)
tahun kedepan dengan SKPD etau gaburngan 3KPD sebagai upaya mengisi
Reanstra SKPD yang ata cara penyelenggarsannya difasilitasi oleh SKPD
terkait.

{2]. Pelaksanaan Forum SKPD Renatra altau Forum Gabungan SKPD Rensua
memperhatikan mesuken kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan
kegiglan SKPD tehun berjalan, rancangen awal RPJMD.

(3) Dalam hal salah sad dokumen rtergebur Dbelum tersedin sebagaimana
dimaksud pada ayar (2), pelaksanaan Forum B8KPD dan atau Forum
Cabungan SKPD tetap dilakukan.

{4 Jumléh Forum SKPD dan fermesi Forum Gabungan SKPD serta jedwal acara
pelaksanaannya ditentukan dan  dikoordinasikan Bappeda, disesufikan
dengan volume kegiatannya dan. kondis: setem pat.

(=) Bappeda mempnﬂntaskan pam bentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan

SKF‘D pada;
a Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemevintahan daerah seperti pendidikan
dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi mass rarakat;
dan

b, SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan priorilas program-
program pembangunan kabupatenfkota tersebut. Sebagai contoh: Forum
SKPD Pendidikan, Forum SKPD Keschatan, Forumn SKPD Sarana dan
Prasarana Wilayah ataz Forum Gabungan SKPD Ponndustrian,
Perdagangan dan Koperasi, dan sebagainya.

Pasal 34

Pim pinan DPRD atau anggota Komisi DPRD, pejabat dan kementerian/lembaga
fingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber
dalam forum SKPD Renstra.



Pasal 35

(1} Trasil forum SKPD Renstra dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang
menghadir forum SKPD Renstra. o

{?) Hasil forum SKPD Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjad
bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir Renstra SKPD.

Bagian Keem pat e
Mugren bang REPD

Pasal 36

Tahapan pelaksanaan musrcnbang RKPD terdin atas:
a. Musrenbang RKPD Kabii paten;

b. Musrenbang FRPDR Kecamatan,

¢. Musrenbang Neperi

d. Musrenbang Kelurahan,

Paragraf 1

Muzsranbang REPI} Kabupaten
Pasad 37

Musrenbang RIPD Kabupatendisusun dengan tahapan scbagai berikut:
a, persiapan musrenbang RKFD;
b, penvelenggarnan musrenbang RKPD.

Puaal 38

{1} Persiapan musrenbang RKPD sebagaimana dimakeud Pasal 37 ayat (1) huruf
a merupakar rangkaian keégiatan-kegiatan secara sistemats dan administratif
yang diperlukan menjelang pelaksanaan musren bang.

(2) Penyelengparaan Musrenbang RKFD sebagaiméana. dimaksud Pasal 37 avat (1)
huruf b merupakan rangkaian acara untuk pengjaman, penyelarasan,
" klarifikasi dan Lkesepakatan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Kabupatendengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Provinst Maluku, uvsulan program dan kegiatan yang telab
disampaikan masyarakat kq:.ada pemerintah dacrah pada musrenbang RKPD
Kabupatendi kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD
Kabupatendilaksanakan, indikator kinerja program dan kegiatan prioritas
daerah kabupaten, proeritas pembangunan daerah serta program dan
kegialan pnontas daerah, dan sinergi dengan RKP dan RKPD  Provinsi
Malulout

Parnl 39
Pimpinan DPRD atau anggote: DPRD, pejabat dari kementenan /lembaga tinghat

pusat atau dari unsur lain terkail, dapat diundang menjadi narasumber dalam
musrenbang RKPD Kabupaten.
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Pazal 40

Hasil musrenbang RKPD Kabupatendirumuskan dalam berita acara
kesepakatan dan ditandatangani cleh vang mewakill sehap unsur pemangku
kepentingan yang menghadin musrenbang:

Hasil musrenbang RKFD Kabupatensebagaiman a dunaksud dalam ayat (1},
menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RKPD.

Paragraf 2
Musrenbang REKPD Kecamatan

Pasal 41

Musren bang RKPD Kecamatan disusun dengan tahapan sebagat berikut:
a persiapan musrenbang RKPD Kecamutan,
h. penyelengparman musrenbang RKPD Kecamatan.

(1)

(2)

{1)

(2

Pasal 42 .
Persiapan musrenbang RKPD Kecamatan ssbagoimene dimaltsud Pasal 41
avat (1) huruf a merupakan rangkaian Keglatan-kegiatan sccara sistematis
dan administratif yang diperlukan menjetang pelaksanaan muarenbang.

Penyelenggarann Musrenbang RKPD Kecamatan scbegaimana dimaksud Pasal
41 ayat (1) hurui b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan
nmenyvepakati usulan rencans kegiatan pembangunan neégerifkelurahan yang
menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang
bersangkutan, membahas dan menyepakati kegiatan pricritas pembangunan
i wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas  Kkegiatan
pembangunan desa, dan Menycpukati pengelompoekuan kegiatan prioritas
pembangunan di wilayeh kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
kabupaten.

Pasal 43

Hasil mustenbang RKPD Kecamatan dirumuskan dalem berita acera
kesepakatan dan ditandatangani oleh vang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Hasil musrenbang RKPD Kecama lan sebagaumana dimaksud dalam ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja

{Renja) SKPD kabupaten.

Tarograf 3
Muarcnbeng Negeri

Pasal 44

Musrenbang Negeri disusun dengan tahapan sebagar berikut:
a, persiapan musrenbang Negeri;
b penyelenggaraan musrenbang Negeri.



(1)

{1

(2

Pasal 45

Persiapan musrenbang Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 44 avar (1) huruf

a, meliputi:

a. menyusun jadwal dan agenda kegiatan musrenbang tmgikat Negers;

b. metakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbang oleh  Kepala
Pemerintah Megeri/Raja, dan LPMNeger1 kepada masyarakat, melalu
kegiatan penggalian masalah  dan  potensi  yang tersedia  dengan
menyiapkan mstrumén daftar sian darm berbagalr bidang atau  sektor
pembangunan yang dibutuhkan,

¢ mengumumkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat mengenar
dgenda musrenbang negeri; :

d. membuka pendaftaran/ mengundang calon peserta; dan

- & menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen,

Penyelenggaraan Musrenbang Neger sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (]
huruf b merupakan rangkalan acara untuk membahas dan menyepakan
pricritag kegiatan negeri yang menjach kewenangan negen dan dibiavar okeh
negeri, vang bersumber dari APBNegen, serta Priormas masalah daerah yang
ada di neperi yang akan diusulkan melajyi Musrenbapg kecamaian untuk
menjad] kegiatan pemerintah  daerah  dan  dibjayal melalui  APBD
Kabupatenatau APBD provinsi.

Prsal 46

Hasil musrenbang negeri dirumuskan dalam berita acare kesepakatun dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentinigan yang
menghadiri musrenbang.

Hasil musrénbang neger szbagaimana dimaksud delam ayat (1}, menjadi
bahan maesukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Negeri. '

Paragraf 4 "
Musrenbang Helurahan

Pasal 47

Musrenbang Kelurahan disusun dengan tabapan schagai beriout:
a. persiapan musrenbang kelurahars
b penyelenggaraan musrenbang kelurahan.

Y

Pagal 48

Persiapan muarenbang kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1)

huruf a, meliputi:

a menyusun jadwal dan agenda kegatan batk musrenbang di  tingkat
RW/Dusun dan tingkat kelurahan, : '

b. melakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbung oleh Lurah dan LPM
kepada RW, RT, dengan melalwi kegiatan peggalian masalah dan potensi
yang tersedia dengan menyiapkan instrumen daftar isian dan berbaga
bidang atau sektor pembangunan yang dibutuhkan;

c. mengumumkan secara luas dan terbuka kepada 'masyarakat mengenai

agenda musrenbang kelurahan;

. membuka pendaftaran/ mengundang calon peserta; dan

e menylapkan peralatan, bahan materi dan notulen..

-




%

{1)

(1)

(4

)

Penyelenggaraan . Muarcnbang Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 47
ayat (1) huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan
menyepakatl prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan sendin
oleh kelurahan dan dibiayai melalui alokasi anggaran kelurahan atau dana
swadaya masyarakat kelurahan, =erta prioritas masalah dan legatan
kelurahan yang akan diuqu]kan melalui Musrenbang kecamatan untuk
menjadi  kegiatan pemerintah daerah dan diblayar melaln  APBD
Kabupatenatau APBD provinsi.

Pagal 49

Hasil musrenbang kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan
dan ditandatangan oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan
yang menghadir musrenbang,

Hasil musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi
bahati masukan dalamm penyusunan Rancangan Rencana Kerja [(Renja}
Kelurahan,

Begilan Kelima.
Forum SKPD Renja

Paanl K0

Forum SKPD Renja dileksanaken bersama dengan para pelaku pernbangunan
untuk membahas prioritas Kegetan pembangunan  hasil Musren bang
Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi
Rencana Kerja SKPD yang tata caréa penyelenggaraannya difasilitasi cleh
SKPD terkait. '

Pelaksanaan Forum OSKPD Renja alau Foium Gabungan SKPD Renja
memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan
kegiatan SKPD rahun berjalan, rancangen awal RKPD eerts Renstra 3KPD.

Dalam hal salah saiu  dokumen terdeburt belum tersedia schagaimana
dimaksud pada ayat [2), pelaksanaan Forum S3SKPD den atau Forum
Gabungan SKFD tetap dilekXukan.

Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara
pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan
dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat.

Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan
SKPD pada:

a. Fungsifungsi pelayanan dasar pemenntahan daerah seperhipendidikan
dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan keglatan ekonom
masya.rakat; dan

b, SKPD yang mengembhan fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-
program pembangunan kabupatenfkota tesebut. Sebagai contcli Forum
SKPD Pendidikan, Farum SKPD Kesehatan, Ferum SKPD Sarana dan
Prasarana Wilayah atau TForum Gabungan SKPD  Penndustrian,
Perdagangan dan Koperasi, dan sebagainya.



Pasal 51

Punpinan DPRD atau anggota Komisi DPRD, pejabat derl kementerian/lembaga
tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber

dalam forum SKPD Renja.

FPaanl 52 -

¢(p tasil forum SKPD Renja dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang
menghadiri forum SKFD Renja.

(2} Hasil forumn 3KPD Renja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi
bazhan masukan untuk merumyskan rancangan akhir Renja SKPD,

BAB IV
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal 53

(1} Pelaksanaan musrenbang RPJPD disesuaikan dengan kondisi dan situasi
pads tahun penyusunén dan memperhetikan waktu penetapan RPJPD
dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan
RPJPN, kecuali ditetapken lain dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan musrenbang RPJMD dilaksanakan palimg larn bat. minggu ke 2
bulan ke- 4 setelah kepals daerah terpilih dilantik.

(3} Pelaksanasn musrenbang RKPD Kebupaten, dilaksanaken paling lambat
akhir bulap maret Kecusli terdapal penyesuaian wakiu pelaksanaan
musrcnbang RKPD Kabupatendengan waktu pelaksansan Mueren bang RKPD
Provinsi, '

4} Pelaksansen musrenbang RKPD tngkat kecamatan dilaksanakan paling
lam bat minggu ke-2 bulan {=bruari. _

(5] Pelaksanaan Musrenbang Negeri/Kelurghan dilaksanaken paling lambat
minggu kee 3 bolan Januan.

{6 Pelaksanaan forurn SKPD Renstra dilaksanakan paling lam bat minggu ke- 4
bulan ke 4 setelah kepala daerah terpilih dilantikc

(7} Pelaksanaan forum SKPD Renja dilaksanakan paling lambat minggu teralchir
bulan Februan,

Pasal 54

Tempat pelaksanaan  Musrenbang dilakukan dengan terlebth  dahulu
mengidentifi kasi dan menjajaki  tempat-tempat yang memenuhi kebutuhan
pertemuan bagi cukup banyak peserta, lebih diutamakan fasilitas gedung milik
pemerintah serta terjangkau. akses transportasi dan lebih ideal bila mangan
memibiki sarana dan fasilitas media (papan tubs, layar, infscus, soundsystern)
dan sarana pendukung memadai lamnya yang diperlukan.



BAB V
PENYELENGGARA DAN PESERTA MUSRENBANG

Pasal 53

(I} Penyelenggara Mustenbang terdin atas:

a,
b
C.

d.

L}

f.

g
h.

Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Ba ppeda;
Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda;
Musrenbang EKPD Kabupatendilaksanakan dan dikoordinasikan oleh
Ba ppeda;

Musrenbang RKPD Kecamatan diaksanakan dan dikoordinasikan oleh
Camat;

Musrenbang Negeri dilaksanakan dan dikoordinasikan cleh Kepala
Pemerintah Negerif RKaja;

Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lurah;
Forum SKPD Repstra dilakssmakan dap dikeordinasikan oleh Kepala
SKPD;

Forum SKPD Renja dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala SKPD,

.
L

{2] Peserta Musrenbang terdin atas;
& Peserta Musrenbang RPJPD terdiri dari Bupatl dan wakil Bupati

pimpinan den anggota DPRD provinei dan kabupaten, Kepala Bappeda
provinsi dan kabupsaten, kepala SKPD kabupaten, akademisi, LSM/formas,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, keterwakilan
perempuan dan kelompok masyarakai rentan termajinalkan dan unsur
perigusahafinvestor serta pejabat dari kementeran/lembaga tingkat
pusar sesuaj dengan keburuhan;

Peserta Musrenbang RPJMD terdiri dar bupati danm wakil bupati,
pimpinan dan anggota DPRD provingi dan kabupaten, Kepala Bappeda
provingi dan kabupaten, kepala SKPD kabupaten, ekademisi, LSM/ormas,
tokch masyaraka:r, tokoh pemuda, tokch agama, tokoh adart, keterwakilan
perempuan dan Kelompok meaayareket rentén tormajinalken dan Unsur
pergusaha/ inveator serta pejabat dari Kementerian/lembage tingkat
pusat seauai dengart kebutuhan;

Peserta Musrenhang RKPD terdiri dan bupati dan wakil bupat, pimpinan
dan anggota DPRD kabupaten, unaur pemerintan pusat, pejabat Bappeda
dan SKPD prowvinsi, pejabat SKPD kebupaten, para camal, para celegasi
mewalali peserta musrenbang kecamatan, akademisi, L5SM/COrmas, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokeh adat, unsur
pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelomipok masyarakat
rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perhu;

Peserta Musrenbang RKPD Kecamatan terdiri atas para kepala pemerintah
negerifraja dan lurah, delegasi musrenbang negeri, delegasi kelurahan,
pim pinan dan anggota DPRD Kabupatenasal daerah pemilihan kecamatan
bersangkutan, perwalalan 3KPD, tokoh masyarakai, keterwakilan
perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan
pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan;

Peserta Musrenbang Negeri dukuti oleh berbagai komponen masyarakat
individu ateu kelompeok) vang tordin atas: Keterwakilan wilayah dusun/
kampung/RwW/KT}, Keterwakilan berbagai sektor [ekonomi/f
pertanian/ Kesehatan/ pendidikan/lingkungan), Keterwakilan kelompok
usia {generasi muda dan generasi tua), Keterwakilan kelompok sosial dan
perempuan [tokoh masyarakat, tokeh adat, tokoh agama, bapak bapak,
ibu-ibu, kelompok marjinal), Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan
[pemerintabh  Negeri, Kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum),
Lembaga Kemasyarakatan/ Badan Perwakilan WMasyarakat, Pemerintahan
MNegeri, Kader Pemberdayaan Masyvarakat, serta keterwakilan berbaga




(L)

@)

(3)

(9)

)

(&)

organisasi vyang menjadi pemangky  kepentingan dalam  upaya
pembangunan Negeri, dan lain-lain;

f. Peserta Musrenbang Kelurahan diikuti oleh herbagai komponen
masyarakat {indiwidu atau kelompok) yang terdin atas: Keterwakilan
wilayah (RT/RW) Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/
kesehatan/ pendidikan/ lingkungan), Keterwakilan kelompok usia
(generasi muda dan generasi tua), Keterwakilan kelompok sosial dan
perempuan (tokeh masyarakar, tokoh adat, tokoh apama, bapak—bapak,
ibu-ibu, keiompok marjinal), Keterwakilan 3 unsur tala pemenntahan
(pernerintah  kelurahan, kalangan swastz/bisnis, masyarakat umum),
Lembaga Kemasyarakatan/ Badan Pemwvakilan Masyarakat, Perangkat
Kelurahan, "Kader Pemberdavean Masyarakat, Keterwakilan berbagai
organisasi vang menjadi pemangku kepentingan dalam  upaya
pembanpunan kelurahan,

g, Peserta Forum SKPD Renstra terdiri dari pihak-pihak vang memiliki hak
pengambilan keputusan dalam forum SKPD melalui pembahasan yang
disepakati bersama. Peserta forum SKPD berfungsi sebagai pengambil
keputusan melalul pembahasan yang chisepakat; bersama.

h. Peserta Forum SKPD Renja terdiri dari delegasi mewakill peserta
musrenbang kecamatan, upsut telknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD
lain yang terkait di wilayah Kabupatenyang dianggap perlu sesuai dengan
kebutuhan

BAB V]
EELUARAN/HASIL MUSRENBANG

Pasal B6

Keluaran/Hesil Musrenbang RPJPD adaleh  beahan  penyempurnaan
rancangan awal RPJPD menjad! rencangan akhir RPJED, L
Kelugran/Hesil Musrenbang RBJMD adalah bahan penyempurnaan
rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPIMD.

Keluaran/Hasil forum SKPD Rensua adalah bahan penyempurnaan muatan
rancangan Renstra SKPD sebelum  disampaikan  kepada Bappeder ontuk
diverifikasi sesuai jadwal yang lelah ditetapkan.

Keluaran/ Hasil Musrenbang RKFD Kabupatenadalah bahan peniyempurnaan
rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD dan sebagai bahan
masukan pﬂda penibahasan rancangan EKPD PTU\-"I]‘ISI dalam mustenbang
RKPD provinsi.

Keluaraanasil forum SKPD Renja adalah bahan penxempurnaan rancangan
Renja SKPD gebelum disampaikan kepada Bappeda unluk diverilikasl sesuai
jadwal yang telah ditetapkan.

Keluaran/Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan adalah bahan penyempurnaan
rancangan Renja Kecamatan dan sebagai bahan masukan pada pembahasan
rancangan RKPD Kabupatendalam musrenbang RKPD kabupaten.

Keluaran/ Hasil Musrenbang Kelurahan adalah bahan utama penyempurnaan
rancangan Renja Kelurahan sebagai bshan masukan pada pembahasan
rancangan Renja kecamatan dalam musrenbang RKPD kecamatan.



{3) Keluaran/Hasil Musrenbang Negeri adalah bahan utama penyermpurnaan
rancangan RKP Negeri dan sebagal bahan masukan pada pembahasan
rancangan Renjp kecamatan dalam musrenbang RKPD kecarmnatan.

BAB VIl

KONSISTENSI/ TINDAK LANJUT PEMANFAATAN
BASIL MUSRENBANG

Pasal 57 -

(1] Dhgunakan sebagal acuan dan hasil kesepakatan antara pemesntah dasrah
dengan stakeholders atas rencangan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD,
RKPD dan Renja SKPL, dan selanjutnya menjadi rancangan akbir RPJPD,
RPJMD dan Renstra SKPD, serta RKPD dan Renja SKPD.

(2} Menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangusian
hingga tahap penyusunan Arggaran dan Pendapatan Belanja Daerah [APBD).

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pgaal SB

(1) Pedoman Pelaksanaan Musrenbang dapat disesuai dengan perkembangan
keadaan,

'\l.

(2) Perkembangan keadaan, sebegrimena dimaksud pada ayat -[1]. Sepetti:
a perkembangan yang tidak sesual dengan kebijakan daerah;
b perkembangan aturan dan perundang- undangan vang telah ditetapkan.

Pasal 50

Perubahan Pedomen pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimakeud dalam
Fasal 58 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Uraian lebih lanjut mengenal Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RPJPD,
RPJMD, dan RKPD. Tercantum dalam Lampiran yang imnerupakan baglan YA
tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini, terdiri dari

a Lampiran | Pelaksahaan Musréenbang Reéncana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah REJFD).

b Lampiran I  Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

¢. Lampiran |l Pelaksanazn Forum  SKFPD  Rencana Strategis (Renstra).

d. Lampiran IV Pelaksanaan Musrenbang Rencana kerja Fembangunan Daerah
(RKPD.

e, Lampiran V Pelaksanaan Forum SKFD Rencana kerja (Renja)

f.  Lampiran V1 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan.

g. Lampiran VI Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

h. Lampiran VII Pelaksanaan Musrerbang Negeri.



Pasal 61

Peraturan Bupatl ini mular berlaku pada langgal diundangkan. Agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im
dengan penempatannya dalam Berila Dacrah Kabupten Maluku Tengai:.

Diteta pkan & Masoh
pada tanggal 3¢ 4gusens 2017
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